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Pajak merupakan sumber keuangan terbesar karena dipungut dari warga
negara yang terdaftar sebagai wajib pajak serta semua warga negara yang
merupakan wajib pajak tersebut dapat berkontribusi penuh dalam pembayaran
pajak mengingat Indonesia memiliki warga negara yang sangat tinggi jumlahnya.
Pendapatan negara dari hasil pembayaran pajak menurut Yustinus Prastowo
dalam seminarnya yang diselenggarakan di Kwik Kian Gie School of Business
pada tanggal 1 Juni 2016, dari tahun 2009 sampai dengan 2015 perolehan pajak
tidak mencapai target. Pendapatan pajak yang tidak sesuai dengan target
merupakan salah satu penghambat bagi pertumbuhan serta perkembangan
ekonomi membuat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati,
S.E.,M.Sc.,Ph.D mengeluarkan kebijakan berupa Pengampuanan Pajak atau sering

juga disebut dengan Tax Amnesty.

Metode Penelitian yang digunakan pada judul “Anaslisis Kebijakan Tax
Amnesty terhadap Penguatan Pendapatan Negara Ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 20167 adalah Metode Penelitian Studi Literatur. Metode

) Winda Sinia, NIM 13144300015 Mahasiswa Program Studi PPKn Fakultas Keguruan
dan IImu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta



Penelitian Literatur adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan
tertentu dan menggunakan buku-buku sebagai bahan bacaan untuk mencapai
tujuan dan memperoleh kegunaan yang bersifat rasional, empiris, dan sistematis.
Metode penelitian studi literatur ini meliputi pengidentifikasian terhadap masalah,
penjelasan terhadap sumber-sumber yang digunakan, penguraian secara sistematis
dari sumber-sumber terkait yang mengandung informasi-informasi mengenai

permasalahan yang akan diteliti.

Hasil dari penelitian ini antara lain adalah mengenai pertimbangan Menteri
Keuangan dalam mengeluarkan kebijakan tax amnesty, pelaksanaan tax amnesty
di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, dan
pelaksanaan tax amnesty dalam menguatkan pendapatan negara. Tax amnesty
adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tetapi tidak dikenakan
sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana di bidang perpajakan
dengan cara mengungkap seluruh harta dengan membayar Uang Tebusan.
Pertimbangan Menteri Keuangan dalam mengeluarkan kebijakan tax amnesty

adalah :

1. Pembangunan nasional yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh warga
negara Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar.

2. Untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang semakin meningkat,
diperlukan adanya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat.

3. Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat Indonesia dalam perpajakan

masih perlu ditingkatkan.



4.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dan kesadaran masyarakat, perlu
menerbitkan kebijakan tentang Pengampunan Pajak.

Pelaksanaan tax amnesty ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2016 dibagi menjadi tiga periode. Besaran uang tebusan diatur dalam Undang-

Undang pengampunan pajak, yaitu :

1)

2)

3)

Uang tebusan sebesar 2% (dua persen) yaitu untuk periode di dalam
penyampaian Surat Pernyataan yang terhitung sejak Undang-Undang
Pengampunan Pajak diberlakukan yaitu tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan
30 September 2016 atau yang disebut sebagai periode pertama.

Uang Tebusan sebesar 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan yang terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan 31
Desember 2016 atau yang disebut periode kedua.

Uang Tebusan sebesar 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat
Pernyataan yang terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Maret 2017 atau yang disebut dengan periode ketiga.

Hasil realisasi dari pelaksanaan tax amnesty atau pengampunan pajak

dalam menguatkan pendapatan negara adalah :

Komposisi Harta Berdasarkan SPH yang disampaikan Rp.
4884 T

H Repatriasi Rp. 147 T

® Deklarasi Luar Negeri Rp.
1.037T

i Deklarasi Dalan Negeri Rp.
3.701T

Sumber : www.pajak.qo.id/statistik-amnesti



http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti

Komposisi Uang Tebusan Berdasarkan SPH yang
Disampaikan Rp. 115 T

E Badan UMKM Rp. 0,692 T
@ Badan Non UMKM Rp. 14.7 T
@OP Non UMKM Rp. 91,4 T

EOPUMKMRp. 7,81 T

Sumber : www.pajak.go.id/statistik-amnesti

No. Hal Target Realisasi
1. Deklarasi Rp. 4.000 Triliun Rp. 4.738 Triliun
2. Repatriasi Rp. 1.000 Triliun Rp. 147 Triliun
3. Uang Tebusan | Rp. 165 Triliun Rp. 115 Triliun

Berdasarkan realisasi hasil tax amnesty dapat dilihat bahwa pelaksanaan
tax amnesty di Indonesia belum mencapai target yang diharapkan. Walaupun
hasilnya belum sesuai target namun dari hasil ini tax amnesty mampu
menyumbang sebesar Rp. 107,7 Triliun kepada defisit APBN yang sebesar Rp.
307,7 Triliun hal ini dilansir pada pernyataan Sri Mulyani selaku Menteri
Keuangan pada kompas.com yang ditulis oleh Yoga Sukmana. Realisasi hasil tax
amnesty yang tidak mencapai target disebabkan oleh faktor-faktor, antara lain
adalah program sosialisasi untuk implementasi tax amnesty dirasa kurang dan
terlalu singkat, sementara belum semua Wajib Pajak memahami secara detail
tentang program tersebut, Tingkat pemahaman petugas pajak tidak seragam

kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah.



http://www.pajak.go.id/statistik-amnesti

Berikut perbedaan kontribusi pajak dalam APBN sebelum dan setelah tax

amnesty adalah :

Pendapatan Negara dalam APBN 2016

HBeadan Cukai Rp. 1865 T
H Pajak Rp. 1.360,1 T
MHibahRp.2 T

EPNPB Rp. 2738 T

Sumber : www.dpr.go.id/doksetjen

APBN 2017 Rp. 1.750,3 T

. PNBP Rp. 250
Hibah Rp. 1,4 Triliun
Triliun
0% Penerimaan
Perpajakan Rp.
1.498,9 Triliun
86%

Sumber : Direktorat Penyusunan APBN

Kontribusi sektor pajak dalam APBN 2016 adalah sebesar 75% dan setelah
dilaksanakan program tax amnesty, kontribusi pajak mengalami kenaikan sebesar
86% artinya ada peningkatan sebesar 11% dalam APBN Indonesia. program tax
amnesty di Indonesia merupakan salah satu prestasi besar Indonesia yang patut
untuk diberikan apresiasi yang sangat besar karena hasil realisasi tax amnesty ini
jika dibandingkan dengan realisasi hasil tax amnesty yang juga dilakukan oleh
beberapa negara di dunia, Indonesia mendapatkan hasil tertinggi sepanjang

pelaksanaan tax amnesty di dunia. Hal ini dapat dilihat di bawah ini :


http://www.dpr.go.id/doksetjen

Perbandingan Deklarasi Harta Tax Amnesty di Dunia
(Jumlah dinyatakan dalam Triliun)

H Perbandingan Deklarasi Harta Tax Amnesty di Dunia
4.884

1.179
115 202 263 i
26 b 66

Irlandia  Afrika Italia 2009 Spanyol Australia Chili 2015 Indonesia
1993 Selatan 2012 2014 2016
2003

Sumber : m.liputan6.com

Uang Tebusan Tax Amnesty di Dunia
(Jumlah dalam bentuk Triliun)

i Uang Tebusan Tax Amnesty di Dunia

115

Sumber : m.liputan6é.com

Saran untuk program tax amnesty yang telah dijalankan selama 3 (tiga)
periode ini adalah Pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesy sangat tepat
diterapkan untuk waktu tertentu tetapi bukan untuk waktu yang panjang karena
hal ini akan merugikan negara apabila dilaksanakan setiap tahunnya. Berpedoman
dari pelaksanaan tax amnesty yang sudah dijalankan terdapat beberapa faktor yang
menghambat keberhasilan dalam pencapaian target alangkah lebih baiknya jika
kebijakan ini disosialisasikan kepada semua warga negara baik yang Wajib Pajak

atau bukan karena hal ini merupakan langkah besar negara sehingga perlu adanya



dukungan penuh dari semua kalangan negara Indonesia. Dan diharapkan kepada
seluruh Warga Negara Indonesia untuk mengapresiasi dan mendukung kebijakan
pemerintah yang diambil karena untuk mencapai cita-cita negara Indonesia bukan
hanya tergantung pada tugas dan kewajiban Pemerintah saja tetapi juga
tergangtung pada tugas serta kewajiban warga negaranya sehingga akan berjalan

selaras dalam mencapai tujuan bersama.
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